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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

A. Identitas Responden 

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami 

memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon 

Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut. 

1. Nama   : …………..........… 

2. Jenis Kelamin  : Pria / Wanita 

3. Usia   : … ...... tahun 

4. Jabatan  : …………… 

5. OPD   : …………… 

6. Pendidikan Terakhir : D3     SMA   S1 S2 S3 

7. Masa Kerja  : 1-5th     6-10th     11-15th     16-20th     >20th 

 
Petunjuk: 

Mohon Bapak/Ibu untuk memberikan tanda cek list (√) pada salah satu 

pilihan jawaban mengenai pernyataan yang diberikan sesuai dengan 

kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala 

berupa angka antara 1 sampai dengan 5, dimana semakin besar angka 

menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pernyataan. Skor 

jawaban dari beberapa pernyataan/pertanyaan adalah sebagai berikut: 

Keterangan Sangat Tidak 
Setuju 
(STS) 

Tidak 
Setuju 
(TS) 

Netral 
(N) 

Setuju 
(S) 

Sangat 
Setuju 
(SS) 

Skor 1 2 3 4 5 
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1. Pernyataan Penyajian Laporan Keuangan 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

Relevan 

1. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten 
Taliabu sesuai dengan SAP, dengan informasi 
yang lengkap, mencakup semua informasi 
akuntansi yang dapat digunakan dalam 
pengambilan keputusan. 

     

2. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten 
Pulau Taliabu dapat membantu pengguna 
memprediksi masa yang akan datang 
berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian 
masa kini. 

     

Andal 

3. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten 
Pulau Taliabu selalu disajikan tepat waktu 
sehingga dapat berpengaruh dan berguna 
dalam pengambilan keputusan. 

     

4. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten 
Pulau Taliabu disajikan selengkap mungkin 
yaitu mencakup semua informasi akuntansi 
yang dapat memengaruhi pengambilan 
keputusan. 

     

Dapat dibandingkan 

5. Informasi dalam laporan keuangan 
pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu daoat 
dibandingkan dengan laporan keungan 
periode sebelumnya. 

     

6. Penyusunan laporan keuangan pemerintah 
Kabupaten Pulau Taliabu telah menggunakan 
kebijakan akuntansi yang berpedoman pada 
SAP dari tahun ke tahu, 

     

Dapat dipahami 

7. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten 
Pulau Taliabu menggambarkan dengan jujur 
transaksi serta peristiwa lainnya yang 
seharusnya disajikan atau yang secara wajar 
dapat diharapkan untuk disajikan. 

     

8. Informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan pemerintah Kabupaten Pulau 
Taliabu dapat dipahami oleh pengguna karena 
dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang 
disesuaikan dengan batas kemampuan 
pengguna. 
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2. Pernyataan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

Akuntabilitas kejujuran dan hukum 

1. Pembuatan keputusan sudah memenuhi 
standar dan nilai-nilai yang berlaku, artinya 
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 
yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku 
bagi stakeholders. 

     

2. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan 
yang diambil dan sudah sesuai dengan visi 
dan misi organisasi, serta standar yang 
berlaku. 

     

3. Anggaran yang dirancang sesuai dengan 
aturan yang dilandaskan hukum guna 
memberikan hasil kinerja yang baik. 

     

Akuntabilitas proses 

4. Adanya mekanisme yang menjamin bahwa 
standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi 
mekanisme pertanggungjawaban jika standar 
tersebut tidak terpenuhi. 

     

5. Konsistensi maupun kelayakan dari target 
operasional yang telah ditetapkan maupun 
prioritas dalam mencapai target tersebut. 

     

6. Prosedur yang di gunakan dalam 
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam 
hal kecukupan sistem informasi akuntansi, 
sistem informasi manajemen dan prosedur 
administrasi. 

     

Akuntabilitas program 

7. Program-program anggaran di rancang 
dengan mempertimbangkan prinsip efesiensi 
untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. 

     

8. Program-program anggaran di rancang 
dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas 
bahwa penggunaan anggaran mencapai 
target atau kepentingan publik. 

     

9. Pelaksanaan program-program penyusunan 
anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya 
untuk meningkatkan kinerja. 

     

Akuntabilitas kebijakan 

10. Kebijakan atau aturan yang di buat oleh 
pemerintah berguna dalam mengevaluasi 
kinerja. 
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11. Rencana strategi dan arah kebijakan umum 
anggaran meruapkan dasar dalam pegelolaan 
anggaran. 

     

 

3. Pernyataan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

Informatif 

1. Pegumuman anggaran kepada msyarakat 

dapat meningkatkan transparansi. 

     

2. Informasi yang diberikan kepada publik dapat 
meningkatkan transparansi anggaran. 

     

3. Mudah untuk mengakses dokumen publik 
tentang anggaran. 

     

Keterbukaan 

4. Sulit untuk mengakses dokumen publik 
tentang anggaran karena birokrasi. 

     

5. Musrembang dapat meningkatkan kebijakan 
transparansi anggaran. 

     

6. Laporan pertanggungjawaban tahunan 
anggaran selalu tepat waktu. 

     

Pengungkapan 

7. Transparansi anggaran dapat 
mengakomodasi usulan atau suara rakyat. 

     

8. Pengumuman tentang anggaran bisa didapat 
setiap waktu. 

     

9. Pengumuman kebijakan anggaran mudah 
didapatkan oleh publik. 

     

 

4. Pernyataan Partisipasi Masyarakat 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

Pengambilan keputusan 

1. Masyarakat terlibat dalam pengambilan 
keputusan program terkait pengelolaan 
keuangan daerah. 

     

2. Aparatur pemerintah daerah memberi 
kebebasan pada masyarakat untuk 
menyampaikan saran terkait dengan 
pengelolaan keuangan daerah yang bersifat 
membangun. 
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3. Aparatur pemerintah daerah menerima 
kritikan dari masyarakat terkait dengan 
pengelolaan keuangan daerah.  

     

Penyusunan anggaran 

4. Masyarakat terlibat aktif dalam membuat 
rencana anggaran alternatif (tandingan) 
terhadap rencana anggaran daerah yang 
diajukan ketika penyusunan anggaran daerah 
oleh kepala daerah.  

     

5. Rencana anggaran alternatif terhadap 
rancangan anggaran daerah diusulkan oleh 
masyarakat ketika penyusunan anggaran 
daerah. 

     

6. Masyarakat terlibat aktif dalam rapat dengan 
pendapat atau rapat paripurna pembahasan 
dan penetapan anggaran daerah. 

     

Pelaksanaan anggaran 

7. Saya merasa masyarakat selalu dilibatkan 
dalam pelaksanaan tentang perencanaan 
pengelolaan keuangan daerah. 

     

8. Saya bersedia menerima serta 
memanfaatkan hasil pembangunan sebagai 
wujud pengelolaan keuangan daerah. 

     

9. Saya merasa masyarakat terlibat dalam 
pelaksanaan pengawasan keuangan daerah. 

     

 

5. Pernyataan Kinerja Pemerintah Daerah 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

Input 

1. Kinerja diukur berdasarkan tingkat dan 
besaran sumber dana yang didapat 

     

2. Kinerja diukur berdasarkan produk  (barang 
atau jasa) yang dari progam atau kegiatan 

     

Output 

3. Kinerja berdasarkan tingkat keberhasilkan 
yang dapat dicapai berdasarkan keluaran 
progam atau kegiatan yang sudah dilakukan 

     

4. Anggaran selalu digunakan secara efisien dan 
hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

     

5. Anggaran dikelola secara ekonomis untuk 
menghindari pengeluaran yang boros dan 
tidak produktif 

     

Outcome 
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6. Anggaran dikelola secara efektif dimana 
semua program yang ditargetkan dapat 
mencapai hasil yang telah ditetapkan 

     

7. Anggaran dikelola secara efisien dengan 
penggunaan untuk mencapai tujuan tertentu 

     

8. Anggaran dikelola secara adil (fequity) dan 
merata (equality) dimana ada kesempatan 
sosial yang sama untuk mendapatkan 
pelayanan publik yang berkualitas 

     

Benefit 

9. Anggaran dikelola secara merata dan 
penggunaan dana publik tidak hanya 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu 

     

10. Adanya peranan pemerintah daerah untuk 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan 
daerah 

     

Impact 

11. Penerapan prinsip ekonomis, efisiensi dan 
efektif dalam penggunaan anggaran 

     

12. Pemerintah mencapai good governance yaitu 
pemerintah yang akuntabel, transparan, 
ekonomis serta efektif 

     

13. Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi 
pada kepentingan publik 

     

 


